PERBEKEL SERAYA TIMUR
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA SERAYA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJ M)
DESA SERAYA TIMUR TAHUN 2022 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL SERAYA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII bagian
kesatu, Paragraf 1 Pasal 117 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014, RPJM Desa ditetapkan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa;

b. bahwa RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat visi, misi, rencana penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat
dan arah kebijakan pembangunan desa;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud haruf a dan b dipandang perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa.

dang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
ebentukan Kab. Karangasem Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggaran
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
‘, 11695558) Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan

Kepala Dusun;

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2020 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
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Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

Nomor 6);

Peraturam Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana  Kabupaten
Karangasem Tahun 2019 - 2026 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 nomor 4);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28‘ Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016

Nomor 28 );

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2018);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.(Lembaran
Desa Tegallinggah Tahun 2019 Nomor 7);

vl s




Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERAYA TIMUR
dan
PERBEKEL SERAYA TIMUR

MEMUTUSKAN :

TIMUR TENTANG
M . RANCANGAN PERATURAN DESA SERAYA
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

DESA SERAYA TIMUR TAHUN 2022 — 2028

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah Desa Seraya Timur
Perbekel adalah Perbekel Seraya Timur
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerint.ahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Des:_i ad.alah kepala Desa atau yang disebut
 dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
enggara Pemerintahan Desa.

N P(f,rmusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

tahan yang anggotanya merupakan wakil dari

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ara demokratis.
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

h
giata dan unsur masyarakat yang

Pemerintah  Desa,
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

ti hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah mu_syawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pgmermtah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, keglatgn, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan  kehidupan  untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Pendataan Desg gdalah proses penggalian, pengumpulan,
pencatatan, ver1f1}<as§ dan validasi data SDGs Desa, yang
memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa
bferupa aset dan potensi aset Desa yang dapat
didayagunakan untuk pencapaian tyuan Pembangunan
Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat
digunakan seba.gaiv bahan rekomendasi penyusunan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan

menyepaka

| Informa81 terkait lainnya yang menggambarkan kondisi
objektif Desa dan masyarakat Desa.

- Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
dan data kewargaan di Desa yang disediakan
0 Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan






